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ABSTRAK

salih saly bagian dari rangbaan hekum scars peedata merupakan dikenal adanya  Cksckusi awo Pelaksomaan dari
Putusan Hakim. Salah satu beniuk cksckusi yaitu cksekusi mil mengerai pengosongn tuadih dien bangunan yang
merupakan pelaksangan pulusan hakim ying berupa lindakan mennpgalkan objek perkam dalam headaan kosong 12nge
sangguan dan kemudian wnfuk di seralkan kepada pihak vang menang dalam perkara tersebut. Dalam prakock
seringkali menjalan kan eksckusi mil pengosongan tamah dan bangunan digunakan upaya paksn ager cksekesi dapas
berjulan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menjalankan eksekusi riil pada perxan
perdata Mo, 917 P GF 19EY Pr, P0G di Pengadilan Negerd Kelas LA Pading, Hambatan yang ditemui dalam
menjalankan Eksekusi aiil mengensi perkara perdata Mo, $17 P GF 19990 P, PDG DI Pengadilen Pegeri Befas 14
Paching dan upaya yang di likukan Pengaditan Megeri Kelas | A Padang untuk menyelesaikan hambatan vang di temu
dalem menjalankan cksekisi riil mengenal pengosongan tanah dan bangunan puka perkara perdata Weo 910 Bdr O
[gg B PG di lpangan.

Metode penclitian yany digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah in: adalah Furidis Sewtologiy yailu perdekatas
vang menckenken pada fakia-fakia yang di temukan dilapangan dikaitkitn dengan peraturan perundang-undangan vang
erlaku. Data vang dipergunakon adalah Data Primer yang diperoleh dan hasil wewancira dengan nara sumber dar
[rata Sekunder yang penulis peroleh dori hasit sudi kepustakaan, Dari hosil penelitinn diperalch kesimpulan badoes
srosedur menjalankan eksekisi mengenai pengosongan tanah dan bingunan pada perkara perdate Mo, 910 Pdr, G 1999
PN, PG di Penpadilan Megeri Belas |, A Padang adalah dengan mengajukon permohonan menjalankan punsan dar
pikak pemohen eksekusi kepada Pengadilan Megeri Kelas B A Padang, Peringatan Aanmamng, Sural penetapas
chsekusi pengosongan, pemberitahuan kepada aparat kepelisian dalam pengamanan jatanmya eksekusi, Meonjalanikar
ehsekusi peneosongan di lapangan, Boritd acara ekgekusi penrosongan, |lambaan yang diteriui dalam menjalankas
cksekusi penposongan pada perkara perdila Mo, 91/ Pdu Gf 19990 PN PDG di Inpangran adalah adanya tindikas
perlawanan dan upaya provokasi dar sehithagian pihik tereksekusi guna mengagalkon jalannya cksekusi. Upina yang
Silakukan dalam mengatasi hambatan lessebul adalah upayva preventf dengan cara berdizlop secam kekeluzrgass
kepada pihak yang berupaya menggagaikan jalznnya eksekuos dan ypaya paksa dengan bantuan pengamanan dari apars
kepolisian dalam menjalankan eksekusi di lapangan,
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BARI

PENDAHULUAMN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum materil sehapaimana terjelma dalam Undang-undang atau yang
bersifar tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masvarakal lenlang
bagaimana orang selavaknya berbuat alau tidak berbust didalam masyarskal.
Pelaksanaan dari pada bukum materil khosusnya hukum materil perdata dapatlah
herlangsung secara diam-diam  diantara pora pilak vang bersangkulasn tanpa
melalui pejahat atau instansi resmi. Akan telapi sering pelanggaran dari Tiokum
materil perdata ini, sehingea ada pihak yang merasa dirogikan din terjadilah
oangpuan keseimbangan kepentingan didalam masyarakat.

Lintuk melaksanakan hukum materil dalam hal ini hukum perdata materi|
atau untak memperahankan berlangsungnya hukum perdata materil, diperlubian
peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum perdata materil fu sendir,
Peraturan hukum itulah vang dischut dengan hukum formil atay hukum acira
perdata. Jadi bagi manusia yang dilunggar haknya oleh manusia lain dapat
menyclesaikan sengketa di antara mencka dengan jalan beracura perdata i
persidangin.

Menurut pendapat Wigono Prodjodikoro “Hukum acara perdata adalah
rangkaian peraturan vang menwil ce hagaimana azang harus bertindak erhadap

dan di muke pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak sac



50 Untuk mengetahui upara yang di lakukan Pengadilan MNegerl Kelas [LA
Padanyg dalam menyelesaikan hambatan yang di temui dalam inenjalankan
cksekusi dil mengenai pengosengan Lanah dan bangunen pada perkara
perdata No 3 1/PdLG 999N PRG di lapangan,

D). Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini zdalah:
L. Manfaat Teoritis
. Memperdalam pengetahuan penulis tentang prosedur dun pelaksanaan
cksekusi pada perkara perdata yang telah mempunvai kekiatan hukem
tetap, hambatan-hambatan vang ditemui dalam men)alenkan eksekus
dan wpava yang di lakukan untuk menyelesaikan hambatan-hamhatan
tersebut oleh Pengadilan Neperi Kelus 1A Padang,.

oo Dapat menambab wawasan dan pengetabuan dalam pemhuatan karya-
karya ilmiah dan pencrapan ilmuy rengeahuan bukuom.
2. Manfast Prakiis
. Sebagai sumbangan pikiran bagi pama pembuca apa yang penulis
dapatkan selama  kuliah pada pada Fakultas Hukum Universitas
Andalas Program Ekstensi,

h. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan Hmu Fukym, khususnya
Hukum Acara Perdata yang herkaitn dengin pelaksanaan Eksekysi

putusan pengadilan yvang telah mermpunyai kekuatan hukum tetap.



BAB IV

PEMLITLP

A. Kesimpulan

|, Prosedur Pelzksanaan Eksekusi Rul mengenal pengosongan pada perkara

perdata No 91PdeGARYRPN PDG di Pengadilan Nepers Kelas T A Padang

adalah -

Mengajukan permohonan  pelaksasaan  putusan  pengadilan  pada
perkara perdala Mo 9 1PALGIYSYPN PIHG  oleh pihak  pemehon
eksekus

Dhlakukan peringatan (Aatimatne) oleh Ketua Pengadilan Negen
Kelas LA Padang, Perinpatan ini berisikan teguran agar tersksekusi
melaksanakan  penposongan  atas benda  tetap  (objek  perkara)
sebapaimana tercantum dalam amar putusan mejelis hakim. Masa
tengeang Aanman i terschut 8 har,

[ kelwrkannva surat perintal eksekusi penposongan berupa sural
penctipan yang di keluarkan aleh Eetua Penpadilan Neger Kelas 1A
Padang

Pemberitahuan banman kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia

vnutuk melaksanakan pengamanan jalannya Eksckusi Pengosongan

dilapangan.
Memlaust berita acara eksekus: pengosongan, di mana berita acara
chsckos pengosonpan i bensikan segala peristiwa vang terjads
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